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A. Pemberdayaan Perempuan 
 1. Pengertian Pemberdayaan 
   Empowertmen (pemberdayaan) berasal dari kata daya yang mendapat 
awalan ber yang menjadi kata berdaya artinya memiliki atau mempunyai daya, 
daya artinya mempunyai kekuatan. 
   menurut Cerver dan Clatter Back mendefinisikan pemberdayaan 
sebagai upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk 
mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan 
kontribusi pada tujuan organisasi.
1
 
   Pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan 
harkat dan martabat individu dan masyarakat. Menurut Pranarka dan Muljarto 
pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, 
keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, Negara, dan tata nilai dalam 
kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud 
diberbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. 
Pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil, dan demokratis tanpa adanya 
                                               
1Aprian, Pemberdayaan Empowerment, http://www.blogdetik.com, 12 Februari 2015, html.  
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tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas atas masyarakat. Perbedaan 
karakter dan kemampuan individu adalah suatu keniscayaan. Namun setiap 
individu memiliki hah kewajibannya masing-masing.
2
 
   Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, 
dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi 
yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
3
 
   Memberdayakan orang berarti mendorong untuk menjadi lebih terlibat 
dalam keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. 
Pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen 
yang dapat membantu menciptkan suatu lingkungan dimana setiap individu 
dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan 
organisasi. 
   Secara lugas Zunadi mengartikan pemberdayaan dalam konteks 
masyarakat sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat 
melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan prilaku 
masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat 
ada tiga tuajuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu, 
mengembangkan kemampuan masyarakat, merubah prilaku masyarakat, dan 
mengorganisir masyarakat. 
                                               
2Oos M.Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet 
ke-1, hlm.50. 
3Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektig 
Kebijakan Publik, (Bandung: alfabeta, 2012), hlm.48.  
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   Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak 
sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari 
informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian 
dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang 
dihadapi oleh masyarakat. 
   Prilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang 
merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesjahteraan 
masyarakat. Contoh yang kita temui seperti, anak tidak boleh sekolah, ibu 
hamil tiak boleh makan telor, yang membicarakan rencana pembangunan desa 
hanya kaum laki-laki saja, dan masih banyak lagi yang dapat kita temui 
dimasyarakat. 
   Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya 
masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program 
yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, 
melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan 
lain-lain. Lembaga-lembaga adat yang sudah ada sebaiknya perlu dilibatkan 
karena lembaga inilah yang sudah mapan, tinggal meningkatkan 
kemampuannya saja 
   Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah : kemampuan 
individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat 
untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. 
Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur 
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keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat 
yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan 
kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.
4
 
   Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan atau 
tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah : upaya memperluas 
horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk 
melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai 
logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat 
memilih dan mempunyai kesepakatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.
5
 
   Berdasarkan dari pehamaman diatas dalam pemberdayaan mengakui 
pentingnya teori organisasi sebagai sumber utama pemberdayaan. Rumah 
tangga disini dapat diartikan sebagai sekelompok penduduk yang hidup 
dibawah satu atap, makan dari panti yang sama, dan bersama-sama terlibat 
dalam proses pembuat keputusan sehari-hari. 
        Dalam isu Pemberdayaan tidak terlepas juga konteks pemberdayaan 
perempuan yang menjadi isu tersendiri dalam kajian perempuan dan 
pembangunan. Program pemberdayaan perempuan di Indonesia pada 
hakikatnya telah dimulai sejak tahun 1978. Dalam perkembangannya upaya 
dalam kerangka pemberdayaan perempuan ini secara kasat mata telah 
                                               
4Anwar, Manajemen Pemberdayaan Perempuan, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.01.  
5Nanih Machendrawaty dkk, Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1994), hlm.42.  
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menghasilkan suatu proses peningkatan dalam berbagai hal. Seperti 
peningkatan dalam kondisi, derajat, dan kualitas hidup kaum perempuan 
diberbagai sector strategis seperti bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, 
ekonomi dan kesehatan. 
   Dalam garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, 
menjelaskan bahwa upaya meningkatkan derajat hidup perempuan masih 
merupakan salah satu bidang prioritas strategis pembangunan nasional. Upaya 
ini ditetapkan dalam visi program pembangunan pemberdayaan perempuan, 
yaitu terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan 
berkeluarga, berbangsa dan bernegara. 
   Istilah pemberdayaan dalam pembangunan selalu dihubungkan 
dengan konsep mandiri, partisispasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada 
dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. 
 2. Tujuan Pemberdayaan 
         Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang 
ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, 
memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 
kebutuha hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti 
memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 
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pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam 
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
6
  
         Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama 
pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang 
mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk 
bukan beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan 
hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu 
sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan.
7
 
         Human Capital Teory, menekankan: bahwa manusia merupakan 
sumber daya utama, berperan sebagai subjek baik dalam upaya peningkatan 
taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan 
lingkungannya. Menurut teori ini, konsep-konsep pendidikan harus didasarkan 
pada anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia itu terdapat pada dirinya 
sendiri, berupa sikap, pengetahuan, keterampilan, aspirasi. 
 3. Konsep Pemberdayaan 
         Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari 
perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan barat, utamanya Eropa, 
memahami konsep empowerment secara tepat harus memahami latar belakang 
kontekstual yang melahirkannya. Konsep empowerment mulai Nampak sekitar 
decade 70 an dan terus berkembang hingga 1990-an . 
                                               
6 Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayaka Rakyat, (Bandung: PT.Retika 
Adhitama, 2005), hlm.60. 
7Anwar, Op.cit, hlm.03  
23 
 
         Robinson, menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses 
pribadi dan sosial , suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, 
kreatifitas, dan kebebasan bertindak. Ife mengemukakan bahwa pemberdayaan 
mengacu pada kata “empowerment” yang berarti member daya, member 
“power” (kuasa). Kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya, segala potensi 
yang dimiliki oleh pihak yang kurang berdaya itu ditumbuhkan, diaktifkan, 
dikembangkan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk membangun dirinya. 
Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat menekankan 
kemandirian masyarakat itu sebagai suatu system yang mampu mengorganisir 
dirinya. 
   Pemberdayaan merupakan system yang berinteraksi dengan 
lingkungan sosial dan fisik. Dengan demikian pemberdayaan bukan merupakan 
upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk 
kepentingan pemrakarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, 
dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau 
kekuatan sesuai potensi yang dimilki mayarakat (perempuan). 
   Secara Konseptual pemberdayaan (empowerment) berasala dari kata 
power yang berarti kekuatan atau kekuasaan, oleh karena itu, ide utama 
pemberdayaan ini selalu bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Menurut Ife 
pengertian kekuasaan tidak berhenti pada kekuasaan politik dalam arti sempit, 
melainkan kekuasaan seseorang atas beberapa hal berikut: 
a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan  
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dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, 
pekerjaan. 
b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras 
dengan aspirasi dan keinginannya. 
c. Idea tau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan 
gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. 
d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, dan 
mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan, 
sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. 
e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, 
informal, dan kemasyarakatan. 
f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme 
produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. 
g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, 
pendidikan, dan sosialisasi. 
 Berdasarkan diatas jelas menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah 
suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih 
berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara 
memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa 
tanggung jawab.  
 Memberdayakan orang dapat dilakukan dengan cara 
memindahkannya dari posisi yang biasanya hanya melakukan apa yang 
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disuruh, menjadi posisi lain yang memberikan kesempatan untuk lebih 
bertanggung jawab. 
  Pemberdayaan dapat diawali dengan hanya sekedar memberikan 
dorongan kepada orang agar mau memainkan peran lebih aktif dalam 
pekerjaannya, sampai pada melibatkan mereka dalam mengambil keputusan 
atau tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 
   Untuk itu, kita harus berfikir tentang pengarustamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan, pemberdayaan terutama diarahkan pada kesadaran 
perempuan untuk memberdayakan dirinya sendiri (self empowerment). 
8
 
 4. Proses Pemberdayaan  
         Menurut Pranarka dan Vidhyandika, proses pemberdayaan 
mengandung dua kecendrungan. Pertama, proses pemberdayaan yang 
menekankan pada proses yang memberikan atau mangalihkan sebagian 
kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih 
berdaya. Kecendrungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecendrungan 
primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecendrungan kedua atau 
kecendrungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong 
atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan 
untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 
                                               
8Khofifah Indar Parawansa, Islam NU dan KeIndonesiaan, (Bandung: Nuansa Cendikia, 
2013), cet ke-1, hlm.248.  
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          Kartasasmita menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat 
dilakuakan melalui tiga proses yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim 
yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah 
bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya 
tidak ada sumberdaya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, 
pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan 
mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta 
berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya ruang 
dimiliki oleh masyarakat, sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, 
selain dari iklim atau suasana. Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti 
melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi 
bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang 
kuat. 
 5. Pemberdayaan Perempuan 
         Dalam banyak kasus, perempuan memang paling banyak mengalami 
problema dalam kasak-kusuk politik atau ekonomi, atau dalam lingkungannya 
yang lebih sempit, rumah tangga. Masalah ini seolah sudah menjadi aksioma 
yang tidak lagi memerlukan pembuktian. Dengan kata lain, perempuan 
sebagaimana hanya dengan anak-anak dan kelompok lanjut usia (Lansia), lebih 
rentan terhadap terjadinya gejolak yang memproduk ketidakstabilan pada ranah 
public. Itulah sebabnya, masalah-masalah yang diajukan oleh aktivif atau para 
pembela kaum ini sering pula diberi label “pembebasan” atau “pemberdayaan”. 
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Maka, lahirlah istilah pemberdayaan perempuan sebagai antiklimaks dari 
gagasan pemberdayaan masyarakat (people empowerment). 
   Munculnya kesadaran untuk membebaskan perempuan dari nestapa 
sangat dipengaruhi pula oleh kesadaran universal tentang perlunya 
perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa pandang bulu. 
Dalam hal ini, dasawarsa 1970 adalah masa yang sangat penting dalam sejarah 
perkembangan hak asasi manusia perempuan.
9
 Itulah sebabnya, satu-satunya 
cara yang rasional untuk membebaskan mereka dari kenestapaan itu adalah 
memberdayakan perempuan-perempuan tadi, tidak saja dari kemiskinan, tetapi 
juga dari kebodohan, dan keterbelakangan yang merupakan sejumlah faktor 
penghambat mereka dalam mengembangkan diri. 
        Pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembali 
kekuasaan melalui perubahan struktur sosial, posisi perempuan akan membaik 
hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-
keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.
10
 
 Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. 
1. sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat 
berpartisispasi secara kolektif dalam pembangunan.  
                                               
9Liza Hadis (editor), Partisipasi dan Kesadaran Politik Gender dalam Pembangunan, dalam 
Liza Hadiz, Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm.2  
10Novian Budhy, Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan, Artikel Kegiatan belajar Kota 
Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, 12 Januari 2015. 
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2. sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses 
pencerahan, penyadaran dan pengorganisasin kolektif sehingga mereka 
dapat berpartisipasi. Adapun pemberdayaan perempuan adalah salah satu 
cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan 
peran perempuan baik di domain public maupun domestic. 
   Ada lima tingkat pemeratan didalam kerangka pemberdayan 
perempuan. 
1. pemerataan tingkat kesejahteraan. Kalau pada awal, kelompok ini ingin   
diberdayakan tetapi tidak punya asset terhadap ekonomi, tidak punya 
peluang pada upaya meningkatkan kemampuannya didalam perekonomian, 
tidak sejahtera, maka tidak mungkin kita bisa mengangkat mereka dari 
penderitaannya. 
2. pemerataan akses, yaitu meningkatkan kemampuan mereka masuk ke sector-
sektor untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kesempatan bekerja, 
mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik yang sama kedudukannya 
dengan kaum laki –laki. Kalau langkah berikutnya adalah bagaiman 
meningkatkan penyadaran. 
3. pemerataan kesadaran, jika kesadaran itu muncul, maka diharapkan mereka 
itu bisa memperbaiki sendiri apa yang menjadi kebutuhan –kebutuhan dari 
gender perempuan ini. Setelah penyadaran diperoleh, maka tingkat yang 
berikutnya adalah peningkatan atau pemerataan partisispasi aktif 
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4. pemerataan partisipasi, perempuan tidak lagi dianggap sebagai sasaran atau 
obyek dari pembangunan, tetapi ikut serta melakukan perencanaan, ikut 
serta melaksanakan dan ikut serta mengevaluasi program-program yang 
ditimpakan padanya. 
5. pemerataan penguasaan, dimana partisipasi perempuan pada tingkat 
keputusan ini tentunya akan memberikan dampak kepada pemberdayaan dan 
apabila partisispasi ini digunakan maka akses mereka terhadap sumber-
sumber ekonomi akan menjadi lebih baik serta menjamin pemerataan 
terhadap akses sumber dan pembagian manfaat. 
6. Konsep dan Strategi Pemberdayaan Perempuan 
Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi 
pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, Negara, dan tata dunia 
dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang 
terwujud di berbagai kehidupan, Politik, hukum, pendidikan dan lain 
sebagainya.
11
 
Pemberdayaan itu sendiri mengandung tiga kekuatan (Power) didalam 
dirinya, yakni power to, yaitu kekuatan untuk berbuat, power with, yaitu 
kekuatan untuk membangun kerjasama, dan power within, yaitu kekuatan 
dalam diri pribadi manusia, sebagaimana diketahui, strategi dan upaya 
pemberdayaan perempuan pada khusunya dan pemberdayaan manusia pada 
                                               
11Onny Prijino dan Pranarka, Pemberdayaan.: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, 
(Jakarta: Center For Strategic and Internasional Studies, 1996), hlm.56. 
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umumnya, adalah salah satu topic yang paling mendapat perhatian di berbagai 
kalangan akhir-akhir ini. Oleh Prof. Haryono Suryono, pemberdayaan 
perempuan pula sering disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup personal 
perempuan”, yakni suatu upaya memberdayakan kehidupan perempuan dalam 
berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, 
komunikasi, informasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu 
kemiskinan, pembodohan, dan keterbelakangan.
12
 
Adapun Strategi Pemberdayaan perempuan dalam KOPRI sendiri 
adalah sebagai berikut:
13
  
a. Penguatan Institusi 
  Strategi pembubaran KOPRI merupakan sikap aksionisme (berbuat 
asal berbuat) sebagai dampak eforia kesetaraan gender. Karena kesadaran 
kesetaraan gender yang masi ada pada tingkat retorika tetapi tidak aplikatif 
pada kebijakan. Karena pembubaran organisasi pada dasarnya ketidak 
mapuan sebuah kelompok untuk tetap bertahan. Dari aspek historis 
menunjukkan tidak ada sesuatu yang biasa melahirkan organisasi yang 
disebut KOPRI. 
 b. Mempertegas Posisi 
         Kebutuhan akan penguatan institusi perempuan jawaban yang amat 
penting untuk strategi perjuangan kaum perempuan. Karena sebenarnya 
                                               
12Sastrapratedja, Pendidikan Manusia Indonesia, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), hlm.19-20.  
13Jauharoh hadad dan Enny Puji Lestari, Perempuan Menjawab Tantangan Zaman, 
(Lampung: 22 Januari 2015), hlm.19-21.  
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pemberdayaan kaum perempuan mau tidak mau masih dilakukan di dua 
aras. Aras pertama adalah pemberdayaan secara individual inilah yang 
mengandalkan seleksi alam. Sehingga hasil yang akan diraih oleh seorang 
perempuan tergantung seberapa besar bakat dan usahanya sebagai penentu 
nasib. Aras kedua adalah pemberdayan institusi yang kondusif untuk 
perjuangan perempuan dan institusi yang berspektif gender. 
 c. Penguatan Ideology dan Paradigm gerakan 
        Penguatan ideology disini adalah upaya yang dilakukan untuk  
menanamkan penggalian/pengkajian/eksplorasi pemikiran yang berkaitan 
dengan ideology yang kita anut yaitu Ahlu Sunnah Wa Al-Jama’ah masih 
memungkinkan untuk dikembangkan terutama untuk pemikiran KOPRI 
tentang kesetaraan gender. 
 d. Penguatan Intelektual 
         Salah satu agenda terbesar KOPRI adalah menjadikan kader-kadernya 
berkualitas, dan ini terkait erat dengan intelektualitas. Penguatan intelektual 
kader adalah yang mutlak dilakukan dalam upaya memperkuat institusi. 
Penguatan intelektual sebagai upaya untuk mencerahkan kader agar mampu 
berfikir dan bertindak kritis terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada 
dalam lingkungan kita mulai dari masyarakat samapai Negara. Semakin 
banyak kader yang berkualitas akan semakin menampakkan bergainning 
KOPRI secara eksternal. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat 
intelektual kader adalah dengan memperkuat system kaderisasi, karena 
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system kaderisasi yang baik diharapkan dapat mengahasilkan kader-kader 
yang berkualitas dan mempunyai bargaining position baik secara internal 
maupun eksternal. 
 e. Penguatan Masyarakat khususnya Perempuan 
         sebagai organisasi kemasyarakatan yang konsen pada pemberdayaan 
perempuan KOPRI berusaha untuk melakukan gerakan moral yang dapat 
memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Khususnya perempuan 
terutama dalam memahami hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat 
Negara. Oleh karenanya wajib bagi kader-kader untuk melakukan 
pemberdayaan kepada masyarakat bahwa pemberdayaan bisa menyentuh 
pada lini kehidupan, maka profesionalitas kader yang dibarengi 
kepekaan/respon sosial yang tinggi akan menjadi modal bagi KOPRI untuk 
memberdayakan masyarakat. 
  Keberpihakan KOPRI terhadap masyarakat lemah khususnya 
perempuan yang kurang mendapat keadilan akan hak-hak nya dalam menjadi 
salah satu agenda yang paling dikedepankan. Dasar dari hal ini adalah akses 
perempuan dalam ruang public masih lemah dan masih perlu dilakukan 
terutama berkaitan dengan penguatan hak-hak politik. Bahwasanya perempuan 
mempunyai kepentingan lebih besar untuk akses terhadap segala informasi dan 
ikut serta dalam pengambilan kebijakan karena perempuan seringkali dekat 
dengan persoalan keluarga dan masalah anak-anak sehingga seharusnya lebih 
mewakili banyak kepentingan masyarakat. 
33 
 
        Oleh karena itu KOPRI dituntut untuk memiliki kepekaan/respon 
sosial dengan ikut serta melakukan pemberdayaan perempuan dengan 
melakukan penguatan hak-hak perempuan khusunya hak politiknya. Capaian 
akhir dari usaha ini adalah demokratisasi masyarakat.  
  
    
 
 
    
  
